
 

 
 

 
 

WALIKOTA TERNATE 
PROVINSI MALUKU UTARA 

 

PERATURAN WALIKOTA TERNATE 
NOMOR     6   TAHUN 2023 

 

 TENTANG 
  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 1 TAHUN 2023 
TENTANG KLASIFIKASI DAN PERSENTASE KENAIKAN PENETAPAN  
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK 

 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA TERNATE 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTATERNATE, 
 

Menimbang  :   a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2), perlu dilakukan pengaturan mengenai 
Klasifikasi dan Persentase Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak 
Bumi sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kota Ternate, yang disesuaikan 
dengan perkembangan dan kondisi yang ada di masyarakat, 
untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi 
wajib pajak, dan menciptakan stabilitas dalam penentuan 
Nilai Jual Objek Pajak; 

b. bahwa untuk menciptakan stabilitas dalam penetapan nilai 
jual objek pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai 
jual objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Walikota Ternate Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Klasifikasi dan Persentase Kenaikan Penetapan Nilai Jual 
Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Ternate;  

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Klasifikasi dan Persentase Kenaikan 
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di 
Kota Ternate; 

 

Mengingat  :  1. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3824); 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir  dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor  2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

4. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate 

(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28); 

9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2013 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 117); 



MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG KLASIFIKASI DAN PERSENTASE KENAIKAN 

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR 

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN DI  KOTA TERNATE. 

 
Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota 

Ternate Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Dan Persentase Kenaikan 

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di  Kota Ternate (Berita Daerah Kota 

Ternate Tahun 2023 Nomor 508), ditambah sebagai berikut: 

 

Lampiran III 

KECAMATAN TERNATE SELATAN 

 

 
 

 



Lampiran IV 

KECAMATAN TERNATE TENGAH 

 

 

 
Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate. 

 
 

Ditetapkan di Ternate 
pada tanggal 13 Februari 2023 
 

WALIKOTA TERNATE, 
 

      TTD 
 

M. TAUHID SOLEMAN 
S 

Diundangkan di Ternate 
pada tanggal  14 Februari 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE, 
 
       TTD 
 

                  JUSUF SUNYA 
 

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 513 
 


